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Implementasi "Partisipasi
Bermakna” Dinantikan

Rapat Paripurna DPR menyetujui revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menjadi RUU inisiatif DPR. Delapan fraksi menyatakan persetujuan dan satu fraksi menolak.

JAKARTA, KOMPAS — Setelah De-
‘wan Perwakilan Rakyat menye-
tujui  revisi  Undang-Undang
Pembentukan Peraturan Per-
undang-undangan menjadi ran-
cangan undang-undang inisiatif
DPR, dalam waktu tak lama,
RUU itu akan dibahas legislatif
bersama pemerintah. Muncul
harapan aturan "partisipasi
bermakna” di RUU itu akan
menjadi landasan dalam pem-
hahasan revisi UU Cipta Kerja
kelak.

Rapat Paripurna DPR di Ja-
karta, Selasa (8/2/2022), me-

sejumlah prasyarat suatu pem-

bahasa.n setiap peraturan per-

p perun-
dang-undangan dapat dibentul
dengan metode omnibus low.
Salah satunya dengian mengatur
agar metode ini hanya diguna-
kan untuk membentuk pera-
turan . perundang-undangan
tentang satu topik tertentu atau
fokus pada satu tema spesifik.
Pembentukan dengan metode
omnibus law ini perlu dican-
tumkan di dokumen perenca-
naan UU yang cﬁsepakml DPR,
DPD, dan pemerintah,

PKS juga keberatan dengan

yetujui revisi UU Pemb

an Peraturan Perundang-un-
dangan (PPF) menjadi RUU ini-
siatif DPR. Dari sembilan fraksi,
delapan fraksi menyatakan per-
setujuan dan menyerahkan do-
kumen pendapat fraksi mereka
tanpa membacakannya di podi-
um. Hanya satu fraksi yang me-
nolak pengambilan keputusan
DPR itu, yaitu Partai Keadilan
Sejahtera (PKS)  PKS juga sa-
tu-satunya fraksi yang mem-

yang
lahan ketik RUU yang telah
disetujui bersama dan telah di-
serahkan kepada pemerintah
dapat dilakukan Sekretariat Ne-
gara. "Karena ini membenarkan
praktik legislasi yang tidak

liputi kesalahan teknis penu-

lisan, :mns perubahannya &‘

gslatd'dnnknmmmmnheﬂmt,
ini rawan disalak

bacakan catatan dan pend:
fraksi,

Juru bicara Fraksi PKS, Bu-
khori, mengatakan, metode apa
pun yang akan digunakan da-
lam menyusun rancangan per-
aturan  perundang-undangan
haruslah  diterapkan dengan
menjamin draf peraturan itu
dapat diakses publik. Kedua,
PKS juga mengusulkan adanya

nakan, di mana mungkin saja
terdapat perubahan materi atau
1 ial setelah j

dilakukan
dengan melibatkan publik, baik
yang pro maupun kontra secara
seimbang  serta masyarakat
umum secara keseluruhan.
PKS menalak pengambilan
keputusan dilakukan di rapat
paripurna, Selasa (8/2), karena
pembahasan RUU PP itu di-
nilai belum mendalam, baru di-
bahas dalam tiga kali rapat, dan
belum adaperbaikarlteﬂmt de-
ngan catatan yang di

yang hanya dapat dilakukan pa-
da UU tersebut, bukan UU sek-
toralnya. - RUU PPP  juga
memberikan kewenangan ke-
pada Sekretariat Negara untuk
mengoreksi kesalahan penulis-
an RUU yang telah diserahkan
dari DPR kepada Presiden un-
tuk ditandatangani dan diun-

dangkan.

RUU PPP juga mengatur soal
partisipasi bermakna sesuai pu-
tusan MK. Tiga prasyarat parti-

b kr i hak
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RUU PPP merupakan bagian
dari_respons pembentuk UU
untik menindaldanjuti putusan
Mahkamah Konstitusi (MK)
yang menilai UU Cipta Kerja
inkonstitusional bersyarat. Sa-
lah satu yang disoroti MK ialah
metode penyusunan UU Cipta
Kerja dengan omnibus law tidak
diatur dalam mekanisme pem-
bentukan UU di Tanah Air. Ke-
dm, MK metwm belum op-

Perhatikan partisipasi
Direktur Pusat Studi Hukum
dan Teori Konstitusi Universi-
tas Kristen Satya Wacana, Sala-
tiga, Umbu Rauta mengatakan,
prasyarat penerapan metode
omnibus law tak perlu diatur
dalam RUU karena itu meru-
pakan kebijakan politik pem-
bentuk UU. Metode itu pada
dasarnya sudah sering diterap-
kan dalam pembentukan per-
aturan  perundang-undangan.
pula pemantauan

dan UU, sudah se-
harusnya dilakukan tiga lem-

atas pendapatnya, duahaﬂum
dalam RUU PPP.

RUU PPP mengatur pula pe-
nambahan ketentuan mengenai
kegiatan pemantausn dan pe-
ninjauan UU yang dilakukan
oleh DPD dan pemerintah.

Terkait dengan draf revisi UU
PPP 1m Wakil Ketua Dewan

pihaknya menyambut baik per-
baikan itu. Apalagi ada kiausul

ingful
mﬂqmm) di dalam pem-
bat UUClpIa Kerja.

antara DPR dan Presiden,” kata
Bukhori.

Ia kan,

Pada Rapat Panitia Kerja
(Pan;a) RUU PPP, Senin (7/2),

an perbaikan kesalahan ketik
pada UU Cipta Kerja menjadi
catatan bagj fraksinya.

PKS juga meminta agar pem-

2 poin krusial diatur.
Selain memasukkan definisi
omnibus law, RUU PPP juga
mengatur perubahan UU de-
ngan mekanisme omnibus law

yang gatur agar ada pe-
mantauan dan peninjauan RUT
yang dilakukan DPD dan pe-
merintah. “Sudah saatnya pro-
ses legislasi nasional diatur se-
cara  proporsional  dalam
circle politik kebijakan yang
harmonis dan

lembaga legislatif DPR dan DFD
beserta pemerintah,” katanya.

baga k UU, yakni
DPR, DPD, dan pemerintah.
Keseriusan harus ditunjuk-
kan pembentuk UU dalam me-
nerapkan partisipasi bermakna.
Sebab, hal itu telah diperjelas
dalam draf revisi UU PPP. Se-
andainya norma revisi UU PPP
itu telah ditetapkan, maka ha-
Tus pula berlaku saat pemba-
hasan perbaikan UU Cipta Ker-

syarat yang ditentukan oleh
MK, sebagaimana diatur dalam
revisi UU PPP. Karena ketentu-
an itu telsh mengikat secara
hukum dan berlaku pada setiap
pembentukan peraturan per-

-undangan, tidak terba-
tas hanya untuk UU Cipta Ker-
ja” katanya. (REK)
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